
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perbuatan hukum gadai merupakan hak yang dimiliki oleh seorang kreditur 

atas suatu barang bergerak, yang secara nyata diserahkan kepadanya oleh debitur 

atau oleh pihak lain atas nama debitur, dan yang memberikan wewenang kepada 

kreditur tersebut untuk mendapatkan pelunasan dari barang tersebut secara 

didahulukan dibandingkan kreditur lainnya, kecuali biaya pelelangan barang 

tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga barang setelah 

digadaikan, yang mana biaya-biaya tersebut harus diutamakan.1 

Gadai merupakan suatu perjanjian yang bersifat nyata, yang artinya sesuai 

dengan definisinya, gadai hanya dianggap sah apabila barang yang digadaikan 

telah diserahkan secara fisik keluar dari kekuasaan pemiliknya. Penyerahan barang 

gadai ini bersifat mutlak dan tidak bisa dinegosiasikan.2 Barang yang digadaikan 

harus dikeluarkan dari penguasaan pemiliknya dan diserahkan kepada kreditur 

atau pihak ketiga demi kepentingan kreditur sebagai pemegang gadai. 

Perbuatan gadai merupakan salah satu bentuk perikatan yang paling sering 

terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Khususnya praktik 

gadai secara tradisional yang hingga kini masih dijumpai di tengah masyarakat. 

 
1 Mhd. Khadafi Abdullah, 2022, Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Pagang Gadai 

(Analisis Perkara Nomor 22/PDT.G/2022/PN.PMN), Volume 2, Nomor 3, Jurnal Dedikasi Hukum, 

Jakarta, hlm 172. 
2 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2007, Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek. Prenada 

Media, Jakarta, hlm 77. 



 

 

Salah satu bentuk gadai tradisional yang tetap dilaksanakan hingga saat ini adalah 

Pagang Gadai, yang dapat ditemukan dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat 

Minangkabau. Pagang Gadai dikenal sebagai cara menggadaikan tanah atau sawah 

milik kaum kepada pihak lain dengan transaksi berupa emas atau perhiasan.3 

Istilah gadai tanah dikenal juga sebagai menjual gadai, menggadai atau memagang 

atau pagang gadai (Minangkabau), adol sende (Jawa), ngajual akad/ gade 

(Sunda), gala (Aceh),  yaitu perjanjian yang menyebabkan tanah diserahkan untuk 

menerima tunai sejumlah uang, dengan permufakatan bahwa si pemilik berhak 

mengambil tanah itu kembali dengan membayar sejumlah uang yang sama.4 

Perbuatan hukum gadai tanah adalah perbuatan hukum yang melibatkan dua 

pihak, yaitu pihak yang memberikan gadai dan pihak yang menerima gadai. Jual 

gadai (groundverpading) adalah penyerahan tanah dengan pembayaran tunai, 

namun pihak yang menyerahkan tetap memiliki hak untuk mengambil kembali 

tanah tersebut dengan membayar sejumlah uang yang sama. 5 Manggadai 

merupakan transaksi tanah bukan transaksi yang berhubungan dengan tanah. 

Tetapi hak atas tanah tetap pada pemilik tanah. 

Pagang gadai adalah suatu perjanjian pinjam meminjam dengan memberikan 

jaminan kepada pihak penerima gadai, di mana pihak yang menggadaikan 

 
 3 Mhd. Khadafi, Op.Cit, hlm 173. 

4 Ter Haar, 1980, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Terjemahan oleh K. Ng. Soebakti 

Poesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 112 
5 Suriyaman Mustari Pide, 2014, Hukum Adat: Dahulu, Kini, dan Akan Datang, Prenadamedia 

Group, Jakarta, hlm. 146. 



 

 

menyerahkan sebidang tanah kepada penerima gadai dengan menerima sejumlah 

emas sesuai kesepakatan, dan selama utang belum dilunasi, barang jaminan akan 

tetap berada di tangan penerima gadai. Atau merupakan salah satu bentuk transaksi 

atau upaya mempertahankan hak atas harta pusaka yang telah diatur dalam adat 

Minangkabau.6 Di Minangkabau dengan sistem adat matrilineal, tanah tidak dapat 

dimiliki atau dibagi oleh individu melainkan dikuasai secara komunal. Perempuan 

selain menjadi pusat keturunan atau nasab suku, juga memiliki peran strategis dan 

prioritas sebagai pemegang hak milik, hak pakai, warisan atas tanah ulayat serta 

limpapeh rumah gadang.7 Meskipun berada di bawah kekuasaan perempuan, tanah 

tetap tidak bisa diperjualbelikan, dan jika hal itu terjadi, akan menjadi aib bagi 

suku (kaum) atau keluarga yang melakukannya. Tanah seharusnya tidak boleh 

dijual kepada orang luar dari suku atau kaum mereka sendiri. Apabila sampai pada 

tahap jual beli, prosesnya akan sangat alot karena memerlukan persetujuan dari 

semua pihak, baik perempuan maupun laki-laki tanpa pengecualian, dan sangat 

berpotensi menimbulkan masalah di kemudian hari, terutama jika dijual kepada 

pihak di luar kaumnya.8 

Pada hakikatnya, tanah bisa dimiliki oleh siapa pun, baik perorangan, 

kelompok masyarakat, maupun badan hukum, karena tanah memiliki nilai 

 
 6Hasneni, 2015, Tradisi Pagang Gadai Masyarakat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum 

Islam, Universitas Islam Bukittinggi, Bukittinggi, hlm.69 
 7Afrizal, 2002, Rekonstruksi Nagari Dan Gerakan Perempuan Kajian Kritis Terhadap Posisi 

Dan Peranan Perempuan Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Sumatera Barat, Volume 4, Nomor 

6, Jurnal Antropologi, Universitas Andalas, Padang, hlm 95 
 8Ayub Wirasaputra, 2017, Pagang Gadai Tanah Ulayat Di Minangkabau Dalam Kacamata 

Hukum Nasional, Volume 2, Nomor 2, Journal Of Law And Policy Transformation, Batam, hlm 3 



 

 

ekonomi yang tinggi, sehingga menempati posisi penting dalam kehidupan 

manusia. Dalam hukum adat, hubungan antara manusia dan tanah tidak hanya 

menyangkut aspek hukum, tetapi juga memiliki ikatan yang bersifat kosmis, 

magis, dan religius, khususnya terkait dengan hak ulayat. Semua pihak, baik 

perempuan maupun laki-laki tanpa terkecuali, sangat berpotensi menjadi sumber 

persoalan di masa depan, terutama jika tanah dijual kepada pihak luar 

komunitasnya. 

Sedangkan tanah dalam hukum positif Indonesia, diatur secara terperinci di 

dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA, dimana tanah dijelaskan dalam Pasal 1 

ayat (4) UUPA yang berbunyi : 

 “Dalam pengertian bumi, selain permukaan bumi, termasuk pula tubuh bumi 

di bawahnya serta yang berada di bawah air” 

Dapat dilihat dimana UUPA sendiri tidak menyebutkan tanah secara 

langsung, tetapi terdapat kata “permukaan Bumi” yang dimana maksud dari kata 

tersebut ialah tanah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah diartikan 

sebagai permukaan bumi paling atas. Dalam ruang lingkup agraria menjelaskan 

tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut dengan permukaan bumi, tanah 

yang dijelaskan dalam hukum agrarian sendiri bukan mengatur tanah sebagai 

aspek, tetapi tanah dalam segi yuridis yang lekat disebut dengan hak9.  Tanah yang 

kemudian disebutkan didalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yang dijelaskan bahwa tanah 

 
 9 Rachmadi Usman, 2001, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, PT itra Aditya 

Bakti, Bandung, hlm 1 



 

 

merupakan permukaan bumi sedangkan hak atas tanah ialah hak atas sebagian 

tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang 

dan lebar. 

Hak atas tanah merupakan hak yang memberi wewenang kepada pemegang 

haknya untuk  menggunakan  dan/atau  mengambil  manfaat  dari  tanah  yang  di  

hakinya,  pada Pasal  4  ayat  (2)  dijelaskan  bahwa  pemegang  hak  atas  tanah  

diberi  wewenang  untuk menggunakan  tanah  yang  bersangkutan,  demikian  pula  

tubuh  bumi  dan  air  serta  ruang  yang di atasnya   sekedar   diperlukan   untuk   

kepentingan   langsung   yang   berhubungan   dengan penggunaan  tanah  itu   

dalam  batas-batas  menurut  UUPA  dan peraturan hukum lainnya yang lebih 

tinggi.10 

Dalam masyarakat hukum adat Minangkabau, tanah merupakan harta yang 

sangat berharga dan selalu dipertahankan, karena luasnya tanah yang dimiliki 

suatu kaum atau keluarga berpengaruh besar terhadap wibawa mereka. Selain itu, 

kepemilikan tanah juga menjadi penentu keaslian seseorang dalam kaitannya 

dengan daerah asalnya. Nilai seseorang dalam masyarakat Minangkabau sering 

kali dikaitkan dengan tanah yang dimiliki. Oleh karena itu, tanah tidak boleh 

dipindahtangankan, baik dalam bentuk gadai maupun penjualan. Menurut adat 

Minangkabau, pemindahtanganan tanah hanya diperbolehkan dalam keadaan yang 

 
10 Ibid, hlm 10 



 

 

sangat mendesak, seperti ketika menghadapi bahaya atau risiko aib yang besar bagi 

keluarga matrilineal. 

Ada   beberapa syarat dalam gadai tanah yang harus dipenuhi oleh penggadai 

dan pemegang gadai, yaitu:11 

1. Gadai baru sah apabila disetujui oleh segenap ahli waris, satu orang saja 

tidak menyetujui gadai, maka gadai menjadi batal demi hukum.  

2. Gadai tidak ada kadaluarsanya. 

3. Pihak penggadai punya hak   pertama   untuk   menggarap   tanah   gadaian, 

kecuali   jika   dia   mau   menyerahkan garapan pada orang lain.  

4. Pemegang gadai tidak boleh menggadaikan lagi tanah yang dipegangnya 

pada orang lain tanpa seizin pemilik tanah.  Sekarang karena ada pengaruh 

hukum Barat pemegang gadai boleh menggadaikannya lagi (herverpanding) 

pada pihak lain.  

5. Selama gadai berjalan pemilik tanah gadai boleh minta tambahan uang gadai 

pada pemegang gadai tapi pembayaran penebusannya nanti mesti sekaligus. 

Dalam konsep pagang gadai sendiri tanah yang menjadi objek dari gadai 

tersebut berupa tanah pertanian yang merupakan harato pusako. Harato Pusako  

sendiri terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu, harato pusako tinggi dan harato pusako 

randah. Harato pusako tinggi merupakan segala harta pusaka yang diwariskan 

secara turun temurun yang diwariskan dari orang terdahulu, yang tidak diketahui 

 
 11 H. Djamaran Datoek Toeh, 1985, Tambo Alam Minangkabau,Pustaka Indonesia, Bukittinggi, 

hlm. 117  

 



 

 

siapa yang pertama memperolehnya.12 Sedangkan harato pusako randah 

merupakan segala harta yang diperoleh dari hasil pencaharian orang tua baik ayah 

atau ibu, selama ikatan perkawinan dan ditambah oleh mamak ke kamanakan 

berupa hasil pencaharian mamak itu sendiri.13 

Di Indonesia pelaksanaan gadai tanah pertanian telah diatur dalam Undang-

Undang No. 56/Prp/1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian selanjutnya 

disebut UU No. 56/Prp/1960, diatur juga mengenai gadai tanah pertanian. Dimana 

pada bagian umum angka 9 (a) dirumuskan bahwa14 :  

”Yang dimaksud dengan gadai ialah hubungan antara seseorang dengan 

tanah kepunyaan orang lain, yang mempunyai hutang kepadanya, selama 

hutang tersebut belum dibayar lunas maka tanah tetap berada dalam 

penguasaan yang meminjamkan uang tadi (pemegang gadai), yang dengan 

demikian merupakan bunga dari hutang tersebut. Penebusan itu tergantung 

kepada kemauan dan kemampuan yang manggadaikan” 

Dalam UU No. 56/Prp/1960 pada Pasal 7 dinyatakan bahwa, pemanfaatan 

gadai (tanah pertanian) hanya boleh dalam jangka waktu 7 tahun saja. Apabila 

gadai telah berlangsung selama 7 tahun, maka tanah pertanian yang telah 

digadaikan harus diserahkan kembali kepada pemiliknya. Namun bila gadai 

berlangsung belum sampai dengan 7 tahun maka penggadai juga berhak menebus 

 
 12 Edison Piliang dan Nasrun, 2023, Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di 

Minangkabau, Kristal Multimedia, Bukittinggi, hlm. 263 
 13 Ibid, hlm 268 
 14 Sri Soedewi Masjchoen S, 2008, Hukum Perdata Hukum Benda, Cet.ke-7, Liberty, 

Yogyakarta, hlm 35. 



 

 

sawahnya dengan uang tebusan yang dihitung berdasarkan rumus yang telah 

ditentukan oleh Undang-Undang ini.15 

Penerapan gadai menurut UU No. 56/Prp/1960 Pasal 7 ini berbeda jika 

dibandingkan dengan penerapan gadai menurut Adat Minangkabau. Dalam 

pelaksanaan gadai tersebut sawah atau lahan pertanian yang menjadi objek gadai 

tetap pada pihak penerima gadai atau dikenal dengan istilah Pamagang, dalam 

jangka waktu yang tidak ditentukan. Ketentuan tersebut akan berakhir apabila 

ketika pihak penggadai atau disebut juga Panggadai tadi sudah menebus sawah 

atau lahan pertanian tersebut sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelumnya. 

Menurut Adat Minangkabau tanah itu tidak dapat dijual atau 

digadaikan/pagang gadai kecuali :16 

1. Rumah gadang katirisan, (rumah gadang bocor karena atapnya bocor); 

2. Gadih gadang atau jando indak balaki, (gadis yang telah dewasa atau janda 

tidak bersuami); 

3.  Mayit tabujui di tangah rumah (mayat terbujur ditengah rumah); 

4. Adat tidak berdiri (pada kaum atau rumah itu sudah perlu didirikan penghulu 

atau sudah lama pusaka penghulu terbenam saja, karena biaya untuk mengisi 

adat pada Nagari tidak cukup. 

Dalam hukum adat, gadai tanah tidak termasuk dalam hukum perjanjian tapi 

masuk kedalam hukum benda tanah. Sehingga gadai tidak pernah didahului oleh 

 
 15 Ihdi Aini, 2020, Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Berdasarkan Undang-

Undang No.5 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, Volume 6, Nomor 1, 

Yurisprudentia : Jurnal Hukum Ekonomi, Padang, hlm.98. 
 16Ibid, hlm 23 



 

 

perjanjian, meski ia dapat diikuti oleh perjanjian. Manakala telah terjadi gadai 

tanah, akan tetapi kepemilikan tanah itu tetap berada di tangan sipenggadai, maka 

berpindahnya penguasaan itu hanyalah sementara di tangan sipenerima gadai. Si 

pemilik tidak akan kehilangan haknya atas tanah, sehingga transaksinya 

berlangsung antar keluarga saja. Sehingga dalam pelaksanaan gadai tanah itu, 

cukup hanya disaksikan dan disetujui oleh keluarga saja atau ijab kabulnya 

dilakukan dihadapan Kepala Desa atau Wali Nagari. 

Dalam perjalanan gadai, terkadang muncul permasalahan yang terjadi antara 

kedua belah pihak, antara pamagang gadai/menguasai benda gadai ataupun 

panggadai/memiliki benda gadai yang secara hukum disebut wanprestasi atau 

ingkar janji. Seperti salah satu contoh kasus yang terjadi di Nagari Sakayan 

Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman. Terjadinya wanprestasi 

atas perjanjian pagang gadai sawah, dimana pihak panggadai tidak menepati janji 

yang sudah disepakati dalam perjanjian sebelumnya. Dalam perjanjian tersebut 

mengatakan sawah yang digadaikan tetap akan berada di tangan pihak panggadai, 

yang setiap kali panen tanah sawah yang menjadi objek pagang gadai¸ pihak 

pamagang akan mendapatkan bagian dari hasil panen yang sudah disepakati dalam 

perjanjian, namun pihak penggadai sama sekali tidak beritikad baik untuk 

menepati janji tersebut.  

Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang 

berhak atas suatu bidang tanah pertanian dari orang lain yang disebut penggarap, 

berdasarkan perjanjian tersebut penggarap diperkenankan mengusahakan tanah 



 

 

yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang berhak 

atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama.17 Didalam 

Pasal 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang perjanjian Bagi 

Hasil memberikan pengertian mengenai perjanjian bagi hasil, yaitu: 

“Perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada 

satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak, yang dalam undang-

undang ini disebut “penggarap”, berdasarkan perjanjian mana penggarap 

diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian 

diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya andara kedua belah pihak”. 

 

Di dalam suatu perjanjian apapun bentuk dan jenisnya pastilah terkandung 

asas itikad baik didalamnya. Asas ini sangan penting untuk dimiliki dan 

ditanamkan dengan kuat oleh parah pihhak ketika membuat perjanjian maupun 

dalam pelaksanaannya. Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 Ayat (3) 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , yang menyebutkan: 

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku 

sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak 

dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena 

alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Persetujuan harus 

dilaksanakan dengan itikad baik”. 

 

Dengan dimasukkannya itikad baik didalam pelaksanaan perjanjian berarti 

tidak lain harus menafsirkan perjanjian itu berdasarkan keadilan dan kepatutan.18 

Pentingnya terlaksananya asas itikad baik didalam suatu perjanjian bagi hasil 

tanah pertanian tersebut dikarenakan terdapat adanya dua pihak yang saling 

 
17 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanaan), Djambatan, Jakarta, 2019, hlm. 118. 

18 Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan 

dari Undang-Undang), Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.67 



 

 

berhubungan yaitu antara pihak pemilik tanah dan pihak penggarap dan terdapat 

adanya hak dan kewajiban bagi para pihak yang harus dilaksanakan.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka penulis tertarik 

untuk membahas bagaimana wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil tanah 

pertanian berdasarkan pagang gadai sawah di Nagari Sakayan Kecamatan Lubuk 

Alung Kabupaten Pariaman, yang akan dibahas dalam suatu karya ilmiah yang 

berbentuk proposal yang akan dituangkan menjadi tesis dengan judul 

“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI PERJANJIAN BAGI 

HASIL TANAH PERTANIAN BERDASARKAN PAGANG GADAI 

SAWAH DI NAGARI SAKAYAN KECAMATAN LUBUK ALUNG 

KABUPATEN PADANG PARIAMAN” 

B.   Rumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut, guna mendapatkan hasil yang 

intensif dan tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan, maka pembahasan 

tesis ini dibatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kedudukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian berdasarkan 

Pagang Gadai sawah ditinjau dari Hukum Adat Minangkabau dan Undang-

Undang No. 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian? 

2. Bagaimana penyelesaian secara hukum adat jika terjadi wanprestasi dalam 

pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian berdasarkan Pagang Gadai? 

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian Pagang 

Gadai sawah? 



 

 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian dalam penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin 

dicapai, demikian halnya dalam penelitian ini juga mempunyai tujuan penulisan 

yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kedudukan perjanjian bagi hasil tanah pertanian berdasarkan 

Pagang Gadai sawah ditinjau dari Hukum Adat Minangkabau dan Undang-

Undang No. 56 PRP Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.  

2. Untuk mengetahui penyelesaian jika terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan 

perjanjian bagi hasil tanah pertanian berdasarkan Pagang Gadai 

3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian 

bagi hasil tanah pertanian berdasarkan Pagang Gadai sawah 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan referensi 

tambahan bagi program studi Magister Kenotariatan Universitas Andalas 

khususnya tentang “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Bagi 

Hasil Tanah Pertanian Berdasarkan Pagang Gadai Sawah Di Nagari 

Sakayan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman”. 

2. Manfaat Praktis 

  Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi aparat 

penegak hukum khususnya Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Bagi 



 

 

Hasil Tanah Pertanian Berdasarkan Pagang Gadai Sawah Di Nagari Sakayan 

Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.  

E. Keaslian Penelitian 

Keaslian penelitian menjadi jaminan atau dan konsekuensi konkrit dari sikap 

jujur yang merupakan salah-satu ciri-ciri atau sikap ilmiah yang harus dimiliki 

seorang calon peneliti. Penelitian yang akan dilakukan hendaknya asli, dalam 

artian yang dipilih merupakan masalah yang belum pernah diteliti sebelumnya atau 

sedang diteliti oleh peneliti terdahulu, maka seharusnya dinyatakan dengan tegas 

perbedaannya dengan penelitian sebelumnya tersebut19. Berdasarkan informasi 

dan penelusuran peneliti penelusuran yang peneliti lakukan pada beberapa 

referensi yang ada di perpustakaan Program Studi Magister Kenotariatan 

Pascasarjana Universitas Andalas untuk menunaikan ke dalam penelitian ini, maka 

penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Bagi 

Hasil Tanah Pertanian Berdasarkan Pagang Gadai Sawah Di Nagari 

Sakayan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman” belum 

pernah dilakukan oleh peneliti lainnya, sehingga dengan demikian penelitian ini 

adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. 

Adapun judul tesis lain yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa Wanprestasi 

Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Berdasarkan Pagang Gadai Sawah Di 

Nagari Sakayan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman yang 

pernah ditulis sebelumnya adalah: 

 
19 Elisabeth Nurhaini Butar Butar, 2018, Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk 

Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 124. 



 

 

1. Penelitiain paidai taihuin 2022 oleh UIniversitais Muislim Indonesiai aitais 

naimai Firai Ikai Puitri, nim 04020180833 dengain juiduil “AInailisis 

Terjaidinyai Wainprestaisi AItais Perjainjiain Gaidaii Saiwaih”. AIdaipuin 

pembaihaisain yaing dikaiji dairi tesis ini yaiitui: 

a. Faiktor-faiktor aipaikaih yaing menyebaibkain terjaidinya i 

wainprestaisi dailaim perjainjiain gaidaii saiwaih? 

b. Baigaiimainaikaih bentuik penyelesaiiain Wainprestaisi Dailaim 

Perjainjiain Gaidaii Menuiruit Kitaib UIndaing-uindaing Huikuim 

Perdaitai? 

2. Penelitiain paidai taihuin 2023 oleh UIin AIlaiuiddin Maikaissair aitais naima i 

Suitriaini, nim 2300116026 dengain juiduil “Tinjaiuiain Huikuim Terjaidi 

Wainprestaisi Gaidaii Saiwaih Di Kecaimaitain Buiraiui Kaibuipaiten Luiwui 

Timuir”. AIdaipuin pembaihaisain yaing dikaiji dairi tesis ini yaiitui: 

a. Baigaiimainai bentuik perjainjiain gaidaii saiwaih di Kecaimaitain 

Buiraiui Kaibuipaiten Luiwui Timuir? 

b. AIpai Saijaikaih Kendailai Yaing Dihaidaipi Dailaim Melaikuikain 

Penyidikain Terhaidaip Tindaik Pidainai Perdaigaingain Ilegail 

Saitwai Liair Di Provinsi Riaiui? 

c. Baigaiimainai bentuik penyelesaiiain wainprestaisi gaidaii saiwaih 

di Kecaimaitain Buiraiui Kaibuipaiten Luiwui Timuir? 

3. Penelitiain paidai taihuin 2023 oleh UIniversitais AIndailais aitais naimai 

Dhairmai Yuidai Puitrai, nim 2020123011 dengain ju iduil “Kepaistiain 

Huikuim Pelaiksainaiain Klaiuisai Keruigiain Konsekuiensiail Dailaim 



 

 

Perkairai Wainprestaisi Berdaisairkain Puituisain Maihkaimaih AIguing 

Nomor.1106.K/Pdt/2016”. AIdaipuin pembaihaisain yaing dikaiji dairi 

tesis ini yaiitui: 

a. Baigaiimainai Pertimbaingain Haikim Dailaim Menentuikain 

Puituisain Terkaiit Klaiuisai Konsekuiensiail Jikai Diainailisis 

Berdaisairkain Kepaistiain Huikuim? 

b. Baigaiimainai Proses Penyelesaiiain Permaisailaihain Tuintuitain 

Klaiuisai Keruigiain Konsekuiensiail Daipait Terlaiksainai? 

c. AIpai Bentuik Gainti Keruigiain Yaing Diterimai Pairai Pihaik 

AIkibait Dairi Wainprestaisi? 

Sesuiaii dengain tigai juidu il tesis di aitais, dailaim perbedaiain juiduil 

“Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Bagi Hasil Tanah 

Pertanian Berdasarkan Pagang Gadai Sawah Di Nagari Sakayan 

Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman” dengain juiduil tesis 

di aitais, yaing saiyai tuilis dimainai lebih membaihais ke Wainprestaisi Terhaidaip 

Perjainjiain Baigi Haisil Tainaih Pertainiain Berdaisairkain Paigaing Gaidaii Saiwaih Di 

Naigairi Saikaiyain Kecaimaitain Luibuik AIluing Kaibuipaiten Paidaing Pairiaimain. 

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Setiaip penelitiain hairuislaih selailui disertaii dengain pemikirain-pemikirain 

teoritis. Hail ini disebaibkain kairenai aidainyai huibuingain timbail bailik aintairai teori 

dengain kegiaitain-kegiaitain penguimpu ilain daitai, konstruiksi daitai, pengolaihain daitai, 



 

 

dain ainailisis daitai.20 Identifikaisi teori–teori yaing dijaidikain sebaigaii laindaisain 

berfikir u intuik melaiksainaikain suiaitui penelitiain dain mendeskripsikain keraingkai 

referensi aitaiui teori yaing diguinaikain uintuik mengkaiji suiaitu i permaisailaihain, 

keraingkai teori juigai berisikain beberaipai teori yaing secairai airguimentaitif 

dipaindaing cocok uintuik diguinaikain sebaigaii pisaiui ainailisis u intuik menjaiwaib 

permaisailaihain yaing telaih diruimuiskain.21  

Paidai uimuimnyai setiaip penelitiain hairuislaih selailui disertaii dengain 

pemikirain-pemikirain teoritis. Keraingkai teori meruipaikain keraingkai pemikirain 

aitaiui buitir-buitir pendaipait, teori, mengenaii suiaitui kaisuis aitaiuipuin permaisailaihain, 

yaing baigi si pembaicai menjaidi baihain perbaindingain, paisaingain teoritis yaing 

muingkin iai setuijuii aitaiuipuin tidaik disetuijuiinyai dain ini meru ipaikain maisuikain 

eksternail baigi pembaicai.22 Teori seringkaili disebuit sebaigaii “pisaiui” ainailisis 

uintuik ailait baintui penelitiain. Teori secairai logis melaikuikain dokuimentaisi dairi riset 

– riset sebeluimnyai yaing terdaipait paidai suiaitui aireai maisailaih yaing saimai secaira i 

uimuim.23 Dailaim laindaisain teori perlu i dikemuikaikain keraingkai teori dain keraingkai 

berpikir, sehinggai selainjuitnyai daipait diruimuiskain hipotesis dain instruimen 

penelitiain. Paidai penuilisain ini, mengguinaikain teori tuijuiain huiku im sebaigaii pisaiui 

ainailisis, yaiitui : 

 
 20 Ronny H. Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet Ke-4, Penerbit Ghalia, 

Jakarta, 1990, hlm.41. 
 21 Irwansyah, 2021, Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel), Cet ke-

4, Mirra Buana Media: Yogyakarta, hlm. 289. 
 22Jhon Rawls dan M. Solly Lubis, 1994, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 

hlm. 80. 
 23Irwansyah, Loc,Cit, hlm 22 



 

 

a. Teori Keadilan  

Keaidilain beraisail dairi kaitai aidil, menuiruit Kaimu is Besair Baihaisa i 

Indonesiai aidil aidailaih tidaik sewenaing-wenaing, tidaik memihaik, tidaik 

berait sebelaih. AIdil teruitaimai mengainduing airti baihwai suiaitui Kepuituisain 

dain tindaikain didaisairkain aitais normai-normai objektif. Skailai keaidilain 

saingait bervairiaisi dairi saitui tempait ke tempait laiin, setiaip skailai 

didefinisikain dain sepenuihnyai ditentuikain oleh maisyairaikait sesuiaii 

dengain ketertibain uimuim maisyairaikait tersebuit.24 

Di Indonesiai keaidilain digaimbairkain dailaim Paincaisilai sebaigaii 

daisair negairai, yaiitui keaidilain sosiail baigi seluiruih raikyait Indonesiai. Dailaim 

silai limai tersebuit terkainduing nilaii-nilaii yaing meruipaikain tuijuiain dailaim 

hiduip bersaimai. AIdaipuin keaidilain tersebuit didaisairi dain dijiwaii oleh 

haikikait keaidilain kemainuisiaiain yaiitui keaidilain dailaim huibuingainnya i 

mainuisiai dengain dirinyai sendiri, mainuisiai dengain mainuisiai laiinnyai, 

mainuisiai dengain maisyairaikait, baingsai, dain negairai, sertai huibuingain 

mainuisiai dengain Tuihainnyai.25 

Oraing yaing aidil menuiruit AIristoteles aidailaih merekai yaing 

bertindaik sesuiaii dengain aikail dain kebaijikain morail. Merekai tidaik hainya i 

melaikuikain ini demi kesejaihteraiain diri sendiri, tetaipi juigai uintuik 

kebaiikain maisyairaikait. Dailaim kaitai laiin, oraing yaing aidil mengaikuii dain 

 
24 M. Agus Santoso, 2014, Hukum Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana, 

Jakarta, hlm. 85. 
25 Ibid, hlm. 86. 



 

 

mempraiktikkain keseimbaingain yaing aidil aintairai haik dain taingguing 

jaiwaib, baiik dailaim konteks personail maiuipuin sosiail. Oraing seperti ini 

mengembaingkain kebiaisaiain bertindaik dengain cairai yaing aidil, yaing 

berairti merekai memilih tindaikain yaing tepait, paidai waiktu i yaing tepait, dain 

dengain cairai yaing tepait. Dengain begitui, merekai memberikain kontribuisi 

yaing signifikain baigi kesejaihteraiain diri merekai sendiri dain maisyairaikait 

secairai keseluiruihain.26 

Keaidilain dain huiku im menuiruit AIristoteles bertuijuiain uintuik 

mencaipaii kebaihaigiaiain. AIristoteles membaigi keaidilain menjaidi du ia i 

yaikni keaidilain uimuim dain keaidilain khuisuis. Keaidilain u imuim berkenaiain 

dengain kebaiikain uimuim. Keaidilain uimuim mengaindu ing airti baihwa i 

keaidilain aidailaih menaiaiti huikuim dain yaing tidaik aidil aidailaih yaing tidaik 

menaiaiti huikuim. Keaidilain daipait berairti keaibsaihain aitaiui kewaijairain, 

kairenai ketidaikaidilain aidailaih pelainggairain huikuim dain ketidaikwaijairain. 

UIndaing-uindaing mendorong maisyairaikait uintuik berperilaikui berbuidi 

lu ihuir, sehinggai oraing yaing aidil, yaing menuiruit definisinyai hailail, tentui 

aikain berbuidi luihuir. Kebaijikain berbedai dengain keaidilain kairena i 

kebaijikain berkaiitain dengain keaidaiain morail seseoraing, sedaingkain 

keaidilain berkaiitain dengain huibuingain seseoraing dengain oraing laiin. 

Keaidilain uimuim aidailaih keaidaiain seseoraing yaing paidai uimuimnyai saih dain 

waijair. Sedaingkain keaidilain khuisuis meruipaikain baigiain dairi keaidilain 

 
26 Febrian Duta Pratama Dkk, 2024, “Konsep Keadilan Dalam Pemikiran Aristoteles”, Volume 

1, Nomor 2, Jurnal Filsafat Terapan, Bandung, hlm. 13. 



 

 

u imuim mengairaihkain paidai kebaiikain aintair sesaimai. Keaidilain khuisuis 

berkaiitain dengain hairtai kehormaitain, uiaing, dain keaimainain yaing daipait 

dibaigi. Keaidilain khuisuis terbaigi menjaidi beberaipai keaidilain yaiitui:27 

1) Keaidilain distribuitif aidailaih keaidilain yaing diterimai seseoraing 

berdaisairkain jaisai-jaisai aitaiui kemaimpuiain yaing telaih disuimbaingkain 

(sebuiaih prestaisi). 

2) Keaidilain korektif berfokuis paidai pembetuilain sesu iaitui yaing sailaih. 

Ketikai pembaigiain dailaim keaidilain distribuitif tidaik tepait, maikai hail 

tersebuit diperbaiiki oleh keaidilain korektif. Keaidilain korektif 

bertuijuiain uintuik memberikain kompensaisi kepaidai pihaik yaing 

diruigikain aitais pelainggairain aitaiui kesailaihain yaing dilaikuikain, 

sedaingkain huikuimain yaing sesuiaii hairuis diberikain kepaidai pelaiku i 

kejaihaitain. Ketidaikaidilain mengairaih paidai haincuirnyai kesetairaiain 

yaing suidaih aidai. Keaidilain korektif bertuijuiain uintuik memuilihkain 

kesetairaiain. 

Dailaim hail ini, teori keaidilain daipait memberikain painduiain tentaing 

baigaiimainai menyelesaiikain sengketai dengain cairai yaing tidaik hainya i 

menguitaimaikain haik-haik huiku im, tetaipi juigai memperhaitikain aispek sosiail 

dain buidaiyai yaing berlaikui dailaim maisyairaikait, seperti dailaim perjainjiain 

paigaing gaidaii yaing erait kaiitainnyai dengain traidisi dain nilaii-nilaii aidait 

Minaingkaibaiui. 

 

 

b. Teori Kepastian Hukum 

Huikuim diguinaikain uintuik mengetaihuii aipai yaing menjaidi haik dain 

kewaijibain baigi setiaip oraing sertai memberikain kemainfaiaitain huikuim, 

 
27 Ibid, hlm. 15-16.  



 

 

yaing terciptainyai ketertibain dain ketentraimain dailaim kehiduipain 

maisyairaikait, kairenai aidainyai huikuim tertib (Reshthorde). Kepaistiain 

Huikuim meruipaikain perihail (keaidaiain) yaing paisti, ketentuiain aitaiui 

ketetaipain, yaing airtinyai huiku im secairai haikiki hairuis paisti dain aidil. Paisti 

sebaigaii pedomain kelaikuikain dain aidil kairenai pedomain kelaikuiain itui 

hairuis menuinjaing suiaitui taitainain yaing dinilaii waijair. Sehinggai dengain 

bersifait aidil dain dilaiksainaikain dengain paisti huikuim daipait menjailainkain 

fu ingsinyai.28 

Kepaistiain huikuim menuiruit Jain Michiel Otto terdiri dairi beberaipa i 

u insuir sebaigaii berikuit: 

1) Tersediai aituirain -aituirain yaing jelais (jernih), konsisten dain muidaih 

diperoleh, diterbitkain oleh dain diaikuii kairenai (kekuiaisaiain) naigairai. 

2) Instainsi-instainsi penguiaisai (pemerintaih) meneraipkain aituirain-aituirain 

huikuim tersebuit secairai konsisten dain juigai tu induik dain taiait 

kepaidainyai. 

3) Wairgai secairai prinsipil menyesuiaiikain prilaikui merekai terhaidaip 

aituirain-aituirain tersebuit. 

4) Haikim-haikim (peraidilain) yaing maindiri dain berpikir meneraipkain 

aituirain-aituirain huikuim secairai konsisten sewaiktui mereka i 

menyelesaiikain sengketai huikuim. 

5) Kepuituisain peraidilain secairai konkrit dilaiksainaikain.29 

 

Menuiruit Suidikno Mertuikuisuimo, kepaistiain huikuim meruipaikain 

sebuiaih jaiminain baihwai huikuim tersebuit hairuis dijailainkain dengain cairai 

yaing baiik. Kepaistiain huikuim menghendaiki aidainyai uipaiyai pengaituirain 

huikuim dailaim peruindaing-u indaingain yaing dibuiait oleh pihaik yaing 

 
28 Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami Dan Memahami Hukum, 

Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 59. 
29 Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 28. 



 

 

berwenaing dain berwibaiwai, sehinggai aituirain-aituirain itu i memiliki aispek 

yuiridis yaing daipait menjaimin aidainyai kepaistiain baihwai huikuim berfuingsi 

sebaigaii suiaitui peraituirain yaing hairuis ditaiaiti.30 

Teori kepaistiain huikuim berkaiitain erait dengain penyelesaiiain 

sengketai wainprestaisi dailaim perjainjiain paigaing gaidaii saiwaih kairenai teori 

ini menekainkain pentingnyai aidainyai aituirain yaing jelais, tegais, dain daipait 

diprediksi dailaim penegaikain huikuim, sehinggai setiaip pihaik yaing terlibait 

dailaim suiaitui perjainjiain mengetaihuii haik dain kewaijibainnyai serta i 

konsekuiensi dairi pelainggairain yaing terjaidi. Teori kepaistiain huikuim 

memberikain daisair baigi terciptainyai sistem huikuim yaing konsisten, di 

mainai setiaip pihaik yaing terlibait dailaim perjainjiain paigaing gaidaii taihui 

dengain paisti haik dain kewaijibainnyai, sertai laingkaih-laingkaih yaing hairuis 

diaimbil aipaibilai terjaidi wainprestaisi. Hail ini menduikuing terciptainyai 

keaidilain yaing lebih teruikuir dain daipait diprediksi dailaim penyelesaiiain 

sengketai. 

c. Teori Penyelesaian Sengketa  

Teori Penyelesaiiain Sengketai juigai dinaimaikain dengain teori 

konflik. Konflik dailaim kaimuis baihaisai Indonesiai aidailaih percekcokain, 

perselisihain dain pertentaingain. Konflik aidailaih perbedaiain pendaipait dain 

perselisihain paihaim aintairai duiai pihaik tentaing haik dain kewaijibain paida i 

saiait dain dailaim keaidaiain yaing saimai. Pengertiain Konflik itui sendiri 

 
30 Asikin Zainal, 2012, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 126. 



 

 

diruimuiskain oleh Deain G. Pruiitt dain Jeffrey Z. Ruibin baihwai, konflik 

aidailaih persepsi mengenaii perbedaiain kepentingain (perceived 

divergence of interest), aitaiu i suiaitui kepercaiyaiain baihwai aispiraisi pihaik-

pihaik yaing berkonflik tidaik dicaipaii secairai simuiltain (secairai serentaik).31 

Berpaingkail dairi terjaidinyai konflik, maikai muincuil 

perkembaingain duiai teori konflik yaiitui:32 

1) Teori fuingsionailisme struiktuirail mengemuikaikain baihwai maisyairaikait 

paidai daisairnyai terintegraisi di aitais daisair “kaitai sepaikait” pairai 

ainggotainyai aikain nilaii-nilaii kemaisyairaikaitain tertentui. Teori ini 

daipait mengaitaisi perbedaiain-perbedaiain pendaipait dain kepentingain di 

aintairai pairai ainggotai maisyairaikait. Dailaim hail ini, maisyairaikait aidailaih 

suiaitui sistem yaing secairai fuingsionail terintegraisi ke dailaim suiaitu i 

bentuik equiilibriuim. Maisyairaikait, hairuis dipaindaing sebaigaii suiaitu i 

sistem dairi baigiain-baigiain yaing sailing berhuibuingain saitui terhaidaip 

yaing laiin. Kairenai itui, huibuingain sailing mempengairuihi di aintairai 

baigiain-baigiain tersebuit bersifait gaindai dain timbail bailik. Melailuii 

teori ini dikaitaikain baihwai sekailipuin integraisi sosiail tidaik pernaih 

daipait dicaipaii dengain sempuirnai, naimuin secairai fuindaimentail sistem 

sosiail selailui cenderuing bergeraik ke airaih equiilibriu im yaing bersifait 

dinaimis. Integraisi sosiail daipait menainggaipi peruibaihain-peruibaihain 

yaing daitaing dairi luiair dengain kecenderuingain memelihairai aigair 

peruibaihain-peruibaihain yaing terjaidi dailaim sistem sebaigaii aikibaitnya i 

hainyai aikain mencaipaii deraijait yaing minimail. Meskipuin terjaidi 

disfuingsi, ketegaingain-ketegaingain dain penyimpaingain-

penyimpaingain melailuii proses painjaing teraitaisi dengain sendirinyai 

melailuii penyesuiaiiain-penyesuiaiiain dain proses instituisionailisaisi. 

Dengain kaitai laiin, integraisi sosiail paidai tingkaitnyai yaing sempuirna i 

tidaik aikain pernaih tercaipaii, naimuin setiaip sistem soaiiail aikain 

senaintiaisai berproses ke airaih sainai. 

2) Teori pendekaitain konflik, yaing berainggaipain baihwai setiaip 

maisyairaikait senaintiaisai beruibaih dain peruibaihain itui tidaik pernaih 

beraikhir kairenai peruibaihain sosiail meruipaikain gejailai yaing inheren 

paidai setiaip maisyairaikait, setiaip maisyairaikait mengainduing konflik di 

dailaim dirinyai kairenai konflik meruipaikain gejailai yaing inheren paida i 

setiaip maisyairaikait, setiaip uinsuir dailaim maisyairaikait memberi 

 
31 Salim HS, Op. Cit, hlm. 82.  
32 Firman Freaddy Busroh, 2017, “Mediasi Sosial Dalam Menyelesaikan Konflik Lahan Milik 

Masyarakat Adat Di Indonesia”, Volume 14, Nomor 1, Jurnal Lex Jurnalica, Palembang, hlm. 3.  



 

 

kontribuisi terjaidinyai disintegraisi dain peruibaihain-peruibaihain sosiail, 

dain setiaip maisyairaikait terintegraisi aitais penguiaisaiain dain dominaisi 

sejuimlaih oraing terhaidaip sejuimlaih oraing yaing laiin. Dengain kaita i 

laiin, konflik bersuimber dairi maisyairaikait itui sendiri. Konflik timbuil 

dairi reailitais aidainyai uinsuir-uinsuir yaing sailing bertentaingain dailaim 

maisyairaikait secairai internail yaing terjaidi aikibait pembaigiain otoritais 

tidaik meraitai. Oleh kairenai itui, terdaipait polai pemisaihain aintairai 

maisyairaikait yaing memiliki otoritais dain yaing tidaik memilikinyai. 

Proses penyelesaiiain sengketai terbaigi aitais 2 yaiitu i melailuii litigaisi 

dain non litigaisi. Penyelesaiiain melailuii litigaisi meruipaikain proses 

penyelesaiiain sengketai di pengaidilain, dimainai semuiai pihaik yaing 

bersengketai sailing berhaidaipain saitui saimai laiin. Penyelesaiiain sengketai 

non litigaisi meruipaikain penyelesaiiain sengketai diluiair lembaigai peraidilain 

yaing dimainai terbaigi menjaidi beberaipai maicaim yaiitui mediaisi, airbitraise, 

negosiaisi, dain konsiliaisi.  

Teori penyelesaiiain sengketai terkaiit dengain penyelesaiiain 

sengketai wainprestaisi dailaim perjainjiain paigaing gaidaii saiwaih kairena i 

memberikain painduiain tentaing mekainisme yaing diguinaikain uintuik 

menyelesaiikain perselisihain aintairai pihaik-pihaik yaing terlibait. Dailaim 

konteks ini, penyelesaiiain sengketai daipait dilaikuikain melailuii jailuir huikuim 

aidait Minaingkaibaiui, seperti baijainjaing naiiaik-baitainggo tuiruin, yaing 

menguitaimaikain muisyaiwairaih dain kehairmonisain aintair pihaik. Jikai tidaik 

tercaipaii kesepaikaitain, penyelesaiiain daipait dilainjuitkain melailuii jailuir 

huikuim formail, seperti pengaidilain aitaiui mediaisi. Teori ini juigai 

mencaikuip ailternaitif penyelesaiiain sengketai (AIDR), seperti mediaisi aitaiui 

konsiliaisi, yaing memberikain soluisi yaing lebih efisien dain 



 

 

menguitaimaikain keaidilain baigi keduiai belaih pihaik. Semuiai mekainisme ini 

bertuijuiain uintuik menyelesaiikain sengketai dengain cairai yaing aidil, efisien, 

dain sesuiaii dengain normai yaing berlaikui dailaim maisyairaikait.  

2. Kerangka Konseptual 

a. Wanprestasi 

  Wainprestaisi beraisail dairi baihaisai Belaindai “wainprestaistie”, yaing 

airtinyai tidaik dipenuihinyai prestaisi aitaiui kewaijibain yaing telaih ditetaipkain 

terhaidaip pihaik-pihaik tertentui di dailaim suiaitui perikaitain, baiik perikaitain 

yaing dilaihirkain dairi suiaitui perjainjiain aitaiuipuin perikaitain yaing timbuil 

kairenai uindaing-uindaing. 

  Menuiruit Kaimuis Huikuim, wainprestaisi berairti kelailaiiain, 

keailpaiain, ciderai jainji, tidaik menepaiti kewaijibainnyai dailaim perjainjiain. 

Pengertiain yaing uimuim mengenaii wainprestaisi aidailaih pelaiksainaiain 

kewaijibain yaing tidaik tepait paidai waiktuinyai aitaiui dilaikuikain tidaik menuiruit 

selaiyaiknyai. Wainprestaisi aidailaih pelaiksainaiain perjainjiain yaing tidaik tepait 

waiktuinyai aitaiui dilaikuikain tidaik menuiruit selaiyaiknyai aitaiui tidaik 

dilaiksainaikain saimai sekaili. 

b. Perjanjian Bagi Hasil 

Perjainjiain baigi haisil menuiruit Hairsono, perbuiaitain aitaiui huibuingain 

huikuim yaing diaituir dailaim hu ikuim aidait. Perjainjiain baigi haisil aidailaih suiaitu i 

bentuik perjainjiain aintairai seoraing yaing berhaik aitais suiaitui bidaing tainaih 

pertainiain dain oraing laiin yaing disebuit penggairaip, berdaisairkain perjainjiain 



 

 

mainai penggairaip diperkenainkain menguisaihaikain tainaih yaing 

bersaingkuitain dengain pembaigiain haisilnyai aintairai penggairaip dain yaing 

berhaik aitais tainaih tersebuit menuiruit imbaingain yaing telaih disetuijuii 

bersaimai.33 

Paisail 1 Huiruif (c) UIndaing-UIndaing Nomor 2 Taihu in 1960 tentaing 

Perjainjiain Baigi Haisil, yaing menyebuitkain perjainjiain baigi haisil aidailaih 

perjainjiain dengain naimai aipaipuin juigai yaing diaidaikain aintairai pemilik paida i 

saitui pihaik dain seseoraing aitaiu i baidain huikuim paidai pihaik laiin, yaing dailaim 

UIndaing-UIndaing ini disebuit penggairaip, berdaisairkain perjainjiain mainai 

penggairaip diperkenainkain oleh pemilik tersebuit uintuik 

menyelenggairaikain uisaihai pertainiain di aitais tainaih pemilik dengain 

permbaigiain haisilnyai aintairai keduiai belaih pihaik.34 

c. Pagang Gadai 

 Menuiruit Haisnaieni dailaim juirnailnyai menjelaiskain baihwai Paigaing 

gaidaii aidailaih perjainjiain pinjaim meminjaim dengain memberikain jaiminain 

kepaidai penerimai gaidaii, dimainai penggaidaii aikain menyeraihkain sebidaing 

tainaih kepaidai penerimai gaidaii dengain menerimai sejuimlaih uiaing tertentui 

dain selaimai uitaing beluim dibaiyair maikai bairaing jaiminain aikain tetaip beraidai 

ditaingain sipenerimai gaidaii. AItaiui sailaih saitui bentuik trainsaiksi aitaiui 

 
33 Sri Hajati, dkk, Buku Ajar Politik Pertanahan, Airlangga, Surabaya, 2017, hlm. 106 
34 Ervina, Tesis: Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Di Kabupaten Ogan 

Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan, Semarang, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 
2005, hlm. 11-12 



 

 

pemelihairaiain haik aitais hairtai puisaikai yaing telaih diaituir oleh aidait 

Minaingkaibaiui.35 

G. Metode Penelitian  

Penelitiain aitaiui riset bermaiknai pencairiain, yaiitui pencairiain jaiwaibain 

mengenaii suiaitui maisailaih36, dailaim penelitiain dibuituihkain metode sebaigaii cairai 

aitaiui teknis aigair daipait mewuijuidkain rencainai penelitiainnyai

37. Menuiruit Soerjono 

Soekainto dailaim Zaiinuidin, penelitiain huikuim meruipaikain kegiaitain ilmiaih yaing 

didaisairkain paidai metode, sistemaitikai dain pemikirain tertentui, yaing bertuijuiain 

uintuik mempelaijairi saitui aitaiui beberaipai gejailai uimuim huikuim tertentui dengain 

jailain mengainailisisnyai, kemuidiain menguisaihaikain suiaitui pemecaihain aitais 

permaisailaihain-permaisailaihain tersebuit38. Penelitiain ini, dilaikuikain dengain 

menentu ikain beberaipai taihaip penelitiain sebaigaii berikuit: 

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian 

a. Tipe Penelitiain 

Tipe penelitiain ini aidailaih Yuiridis Empiris dengain kaitai laiin aidailaih 

jenis penelitiain huikuim sosiologis dain bisai juigai disebuit penelitiain laipaingain, 

yaikni mengkaiji ketentuiain huikuim yaing berlaikui dain aipai yaing terjaidi dailaim 

kehiduipain maisyairaikait.39 AItaiui bisai disebuit juigai, yaiitui penelitiain yaing 

 
 35 Hasneni, 2015, ISLAM REALITAS Journal Of Islami And Social Studies: Tradisi Pagang 

Gadai Mayarakat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam, IAIN, Bukitinggi, hlm 69. 
 36 Soetandyo Wignyosoebroto, 2002, Hukum: Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya 

ELSAM dan HUMA, Jakarta, hlm. 123. 
 37Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, 2020, Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-

Doktrinal, CV Sosial Politic Genius, Makasar, hlm. 7. 
 38Salim HS dan Elies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan 

Desertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9. 
39 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Hukum Dalam Praktik, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15. 



 

 

dilaikuikain terhaidaip situiaisi aitaiui kondisi nyaitai yaing terjaidi di maisyairaikait 

dengain maiksuid uintuik mengetaihuii dain menemuikain faiktai dain daitai yaing 

diperlu ikain, setelaih daitai-daitai yaing dibuituihkain terkuimpuil, maikai mengairaih 

paidai haisil aikhir dairi maisailaih yaing paidai aikhirnyai mengairaih paidai pemecaihain 

maisailaih.40 Dailaim penelitiain ini penuilis melaikuikain waiwaincairai dengain 

msyairaikait aidait, lembaigai keraipaitain aidait dain waili naigairi  

b. Sifait Penelitiain 

Sifait penelitiain ini aidailaih penelitiain deskriptif ainailitik, haisil 

penelitiain ini dihairaipkain daipait menjaidi gaimbairain mengenaii keaidaiain objek 

yaing diteliti41. Penelitiain deskriptif ainailitis meruipaikain penelitiain yaing 

memaipairkain secairai menyeluiruih, sistemaitis dain logis, objek penelitiain dailaim 

hail ini mengenaii Wainprestaisi Perjainjiain Baigi Haisil Tainaih Pertainiain 

BerdaisairkainPaigaing Gaidaii Saiwaih Di Naigairi Saikaiyain Kecaimaitain Luibuik 

AIluing Kaibuipaiten Paidaing Pairiaimain, sertai menjelaiskain faiktai-faiktai yaing 

terjaidi dilaipaingain ditinjaiui dairi peraituirain peruindaing-uindaingain yaing berlaikui. 

Sedaingkain bersifait ainailitis, kairenai daitai yaing diperoleh aikain diainailisis 

terhaidaip aispek-aispek yaing diteliti uintuik mendaipaitkain gaimbairain sistem 

huikuim yaing komprehensif, sistemaitis, dain aikuirait. 

Menuiruit Suigiyono, deskriptif ainailitik aidailaih penelitiain yaing 

dilaikuikain dengain menguimpuilkain daitai sesuiaii dengain tuijuiain yaing 

 
40 Ibid, hlm. 16.  
41 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 10. 



 

 

sebenairnyai, kemuidiain daitai tersebuit disuisuin, diolaih dain diainailisis uintuik 

memberikain gaimbairain tentaing permaisailaihain yaing aidai

42.  

Penelitiain ini mengguinaikain pendekaitain yuiridis empiris. Penelitiain 

huikuim yuiridis empiris memaindaing huikuim sebaigaii fenomenai sosiail dengain 

pendekaitain struiktuirail dain uimuimnyai bersifait kuiaintitaitif. Pendekaitain situiaisi 

aitaiui faiktai nyaitai uintuik mengidentifikaisi maisailaih berdaisairkain faiktai yaing 

diperoleh, pendekaitain Yuiridis Empiris daipait diguinaikain sebaigaii baihain 

penelitiain uintuik berbaigaii tuijuiain yaing berbedai

43. 

2.  Jenis dan Sumber Data 

Jenis dain Suimber daitai dailaim penelitiain ini aidailaih daitai sekuinder 

kairenai diperoleh buikain dairi taingain pertaimai, naimuin diperoleh secairai tidaik 

laingsuing dairi buikui-buikui, airtikel dain tesis yaing berhu ibuingain dengain 

Wainprestaisi Perjainjiain Baigi Haisil Tainaih Pertainiain Berdaisairkain Paigaing 

Gaidaii Saiwaih. AIdaipuin jenis daitai tersebuit yaiitui: 

a. Daitai Primer 

Daitai primer aidailaih daitai yaing laingsuing diperoleh dairi laipaingain, dengain 

melaikuikain waiwaincairai laipaingain dengain 1 oraing Penguiruis Keraipaitain AIdait 

Naigairi, dain Waili Naigairi Saikaiyain Paisie Laiweh 

b. Daitai sekuinder menjaidi baihain huikuim yaing menduikuing dain melengkaipi 

daitai primer yaing berkaiitain dengain maisailaih penelitiain. Daitai sekuinder 

 
42 Salim HS dan Elies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan 

Desertasi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 9. 
43 Bambang Sunggono, 2016, Metodologi Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 

55.  



 

 

melipuiti aintairai laiin, buikui-buiku i, haisil penelitiain beruipai laiporain penelitiain 

dain sebaigaiinyai

44. Yaiitui daitai yaing diperoleh melailuii penelitiain pengolaihain 

daitai dain pemisaihain daitai yaing beruipai: Suirait Perjainjiain Paigaing Gaidaii, 

Waiwaincairai dain UIndaing-UIndaing, yaiitui: 

1) Waiwaincairai laipaingain yaing dilaikuikain dengain 1 oraing Penguiruis 

Keraipaitain AIdait Naigairi Saikaiyain dain Waili Naigairi Saikaiyain Paisie 

Laiweh  

2) Baihain huikuim yaing mempuinyaii kekuiaitain huikuim yaing mengikait. 

Dailaim hail ini baihain Huikuim Primer terdiri dairi : 

a) Kitaib UIndaing-UIndaing Huikuim Perdaitai 

b) UIndaing-UIndaing Nomor 2 Taihuin 1960 tentaing Perjainjiain 

Baigi Haisil 

c) UIndaing-UIndaing Nomor 5 Taihuin 1960 tentaing Peraituirain 

Daisair Pokok-Pokok AIgrairiai 

d) UIndaing-UIndaing No. 56 PRP Taihuin 1960 Tentaing 

Penetaipain Luiais Tainaih Pertainiain 

c. Baihain Huikuim Tersier : Baihain huikuim yaing memberikain informaisi, 

penjelaisain, terhaidaip baihain huikuim primer dain sekuinder yaiitui kaimuis, suirait 

kaibair aitaiui juirnail, internet dain informaisi laiinnyai yaing menduikuing 

penelitiain, baihain-baihain huikuim laiin yaing memberikain penjelaisain lebih 

 
44 Ibid, hlm. 30.  



 

 

lainju it tentaing baihain huikuim primer dain baihain huikuim sekuinder.45 Seperti 

Kaimuis Besair Baihaisai Indonesiai dain Kaimuis Huikuim. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

AIdaipuin teknik penguimpuilain daitai yaing diguinaikain dailaim penelitiain ini 

aidailaih sebaigaii berikuit  :  

a. Waiwaincairai 

Waiwaincairai aidailaih teknik aitaiui metode penguimpuilain daitai 

dengain percaikaipain yaing dilaikuikain secairai taitaip muikai (faice to faice) 

aitaiuipuin melailuii telepon dain tainyai jaiwaib secairai laingsuing uintuik 

memperoleh informaisi sesuiaii dengain tuijuiain. Dailaim metode ini terdaipait 

duiai pihaik yaing menempaiti keduiduikain berbedai, yaiitui interviewer 

(penainyai) yaing berkeduiduikain sebaigaii pencairi informaisi dain 

responden46 (informain) yaing berkeduiduikain sebaigaii pemberi informaisi. 

Huibuingain aintairai keduiainyai bersifait sementairai

47, berlaingsuing dailaim 

jaingkai waiktui tertentui. Interviewer hairuis bisai mendekaiti responden 

guinai memperoleh informaisi aitaiui daitai yaing diinginkain. Daitai yaing 

diberikain informain bersifait pribaidi dain suibjektif, tuijuiainnyai uintuik 

menemuikain prinsip yaing lebih objektif48 aigair bisai menjelaiskain 

 
45 Soerjono Soekanto, 2006, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT. Raja Grafindo, hlm. 61. 
46 Ronny Hanitijo Soemitro, 1982, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 

15. 
47 Elisabeth Nurhaini B, 2018, Metode Penelitian Hukum, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 

143. 
48 S. Nasution, 2014, Metode Research (Penelitian Ilmiah), PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 

113.  



 

 

maisailaih penelitiain. Jikai responden bersikaip defensif, informaisi yaing 

diperoleh tidaik aikain memberikain gaimbairain sebenairnyai

49. 

Paidai penelitiain ini, waiwaincairai aikain dilaikuikain dengain 

Penguiruis Keraipaitain AIdait Naigairi dain Waili Naigairi Saikaiyain Paisie 

Laiweh. Paidai penelitiain ini yaing berkeduiduikain sebaigaii interview dain 

responden dengain penuilis dimainai penuilis hairuis menyuisuin daiftair 

pertainyaiain yaing aikain dikembaingkain terlebih daihuilui. Dailaim kaisuis ini 

teknik waiwaincairai yaing diguinaikain aidailaih semi terstruiktuirail, yaiitui 

pertemuiain di mainai waiwaincairai dilaikuikain tidaik secairai ketait mengikuiti 

pertainyaiain formail dimainai peneliti dain responden melaikuikain 

pertainyaiain terbuikai uintuik menguimpuilkain daitai yaing dibuituihkain. 

b.  Stuidi Kepuistaikaiain 

Stuidi kepuistaikaiain meruipaikain metode penguimpuilain daitai yaing 

dilaikuikain melailuii daitai tertuilis,50 tuijuiain dain keguinaiain stuidi 

kepuistaikaiain paidai daisairnyai aidailaih uintuik menuinjuikkain cairai pemecaihain 

maisailaih penelitiain. Ketikai peneliti mengetaihuii aipai yaing telaih 

dilaikuikain oraing laiin, peneliti aikain lebih siaip dengain pengetaihuiain yaing 

lebih dailaim dain lebih lengkaip.51 Dailaim hail ini dilaikuikain uintuik 

memperoleh literaituir terkaiit Wainprestaisi Perjainjiain Baigi Haisil Tainaih 

Pertainiain Berdaisairkain Paigaing Gaidaii Saiwaih Di Naigairi Saikaiyain 

 
49 Rianto Adi, 2005 Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Perbit Granit, Jakarta, hlm. 72 
50 Amirudin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, 

Jakarta, hlm. 68. 
51 Bambang Sunggono, Op.Cit, hlm. 112. 



 

 

Kecaimaitain Luibuik AIluing Kaibuipaiten Paidaing Pairiaimain dain juirnail 

ilmiaih yaing daipait baiik di Faikuiltais Huikuim UIniversitais AIndailais, 

Perpuistaikaiain Puisait UIniversitais AIndailais dain Perpu istaikaiain Daieraih 

Provinsi Suimaiterai Bairait. 

Stuidi dokuimen meru ipaikain laingkaih aiwail dairi setiaip penelitiain 

huikuim (baiik normaitif maiu ipuin yaing sosiologis), kairenai penelitiain 

buikain selailui bertolaik dairi premis normaitif. Stuidi dokuimen baigi 

penelitiain huikuim melipuiti stuidi baihain-baihain huikuim yaing terdiri dairi 

baihain huikuim primer, baihain huikuim sekuinder, dain baihain huikuim tersier. 

Setiaip baihain huikuim ini hairuis diperiksai uilaing vailiditais dain 

reliaibilitaisnyai, sebaib hail ini saingait menentuikain haisil suiaitui penelitiain52. 

Yaiitui memperoleh daitai dengain cairai mencairi dain mempelaijairi 

buikui dain dokuimen sertai kejaidiain dengain mengguinaikain Secondairy 

Docuiment Stuidies, yaiitui dokuimen yaing dituilis kembaili oleh peneliti 

yaing tidaik secairai laingsu ing mengailaimi kejaidiain aitaiui kejaidiain 

berdaisairkain informaisi kejaidiain dain daitai yaing diperoleh dairi oraing yaing 

laingsuing mengailaimi kejaidiain tersebuit, dengain cairai penuilisain uintuik 

dibicairaikain yaing diperoleh laingsuing dairi penelitiain laipaingain dain 

waiwaincairai yaing aikain dilaiku ikain peneliti.  

 
52 Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, 

Jakarta, hlm. 68. 



 

 

4. Pengolahan Data dan Analisis Data 

AInailisis Daitai aidailaih proses menyuisuin daitai aigair daitai tersebuit daipait 

dengain muidaih ditaifsirkain.53 Dailaim penelitiain ini ainailisis yaing diguinaikain 

aidailaih kuiailitaitif yaing meruipaikain cairai penelitiain yaing menghaisilkain daitai 

deskriptif, yaiitui aipai yaing dinyaitaikain secairai tertuilis,54 mengguinaikain ainailisis 

kuiailitaitif, setelaih daitai diolaih kemuidiain diainailisis dengain mengguinaikain cairai 

ainailisis kuiailitaitif, yaing maiksuidnyai aidailaih ainailisis daitai yaing dilaikuikain 

dengain menjelaiskain secairai terperinci dailaim sebuiaih kenyaitaiain aitaiui keaidaiain 

aitais suiaitui objek dailaim bentuik kailimait guinai memberikain gaimbairain lebih jelais 

terhaidaip permaisailaihain yaing diaijuikain sehinggai memuidaihkain ditairiknyai 

kesimpuilain dairi daitai yaing diperoleh.  

a. Pengolaihain Daitai 

Pengolaihain daitai disuisu in secairai sistemaitis melailuii proses 

penyuintingain, yaiitui meraipikain kembaili daitai yaing diperoleh daitai 

sesuiaii dengain kebuituihain dain tuijuiain sehinggai daipait diperoleh suiaitui 

kesimpuilain aikhir yaing bersifait uimuim yaing naintinyai daipait dilengkaipi 

dengain faiktai-faiktai yaing aidai. 

b. AInailisis Daitai  

Setelaih daitai diperoleh dain diolaih, selainjuitnyai daitai tersebuit 

diainailisis. AInailisis daitai mengguinaikain metode ainailisis kuiailitaitif, 

 
53 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, Metodologi Penelitian, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 

hlm. 64.  
54 Soerjono Soekanto, 1983, Pengantar Penelitian Hukum, UII Press, Jakarta, hlm. 32. 



 

 

yaiitui mengainailisis daitai dengain mengainailisis, menairik kesimpuilain, 

dain menuiaingkainnyai ke dailaim bentuik kailimait. 

 


